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PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOROITAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor — Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048),

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor <44,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3831);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 42806);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4090);

Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
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Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Mimimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negenn Nomor 37 tahun 2010 tentang pedoman
pelaksanaan penyusunan APBD dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor. 03 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Surat Keputusan Gubernur Nomor: /KPTS/ /2012 tanggal 2012
tentang hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Pagara Alam tentang APBD
Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran APBD

Tahun 2012;



MEMUTUSKAN :
Menetapkan :©  PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012.
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah................... Rp. 25.965.581.000,-
b. Dana Perimbangan................co......... Rp. 432.246.813.411,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah ......... Rp. 48.089.890.980.-
TODIAN PERARDBIRT ... ...oioienscetmissnemssssieiimmismntnsnraistivsepssissdanasibiing Rp. 506.302.285.391.-

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung :

1) BelanjaPegawai.....................  Rp.207.198.719.502 -

2) BelanjaHibah...........ccocovveneee. Rp.  9.000.000.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial..............  Rp.  1.000.000.000,-
4) Belanja Tidak Terduga............... Rp. _1.000.000.000,-

Rp. 218.198.719.502,-
b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai.............ccccoueneee Rp. 15.155.223.600,-
2) Belanja Barang danJasa...........  Rp. 133.333.910.300,-
3) Belanja Modal ..........c.cccovuvennne. Rp. 169.864.464.953 -

Rp. 318.353.598.857 -

Jumiah Belanitt .. ..ccimesmimmmmammmsnsssessmsmsmssismismesins + R 930,032,318.359 .-
(DEESIE D issisimssinisessmmmsnemssmsss bt sapssmssasorasssme picpibesmsentt - ARRD:. SULO0N32. 968 )

3. Pembiayaan :

B, Penerimaan.. ..., st Rp. 51.193.234.748,-

b. Pengeluaran.............coesiccinenens  RP.20.943.201.780

c. Jumlah Pembiayaan Netto ................ Rp. 30.250.032.968.-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan.................... NIHIL




Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1
Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran |
Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Walikota Pagar Alam.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Pasal 6
Peraturan Walikota Pagar Alam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam
Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal, 4 Januari 2012
WALIKOTA RAGAR ALAM
dto
H. DJAZULI KURIS

Diundangkan dalam Lembaran Daerab
Kota Pagar Alam
Nomor 1Tanggal 4 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto
DRS. A. MUSNI, MM

NIP. 19560728 1980031004

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR ....1....... SERI .....A..........





